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bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ketentuan Pasal 21 huruf (d) PNS berhak
memperoleh perlindungan dan Ketentuan Pasal 22 huruf (c) PPPK
berhak memperoleh perlindungan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (21 huruf g Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Merit dalam Manqjemen Aparatur Sipil Negara, penerapan dan
pelalsanaan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya
adalah perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
bahwa dalam rangka menjamin dan mewujudkan Aparatur
Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral
sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, perlu
mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam
melaksanakan tugas dan tanggungiawab;
bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara
bertujuan untuk meningkatkan rasa arnan dan nyaman serta
memberikan kemudahan bagr Aparatur Sipil Negara yang
membutuhkan pelayanan administrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
hurub b huruf c dan huruf d tersebut di atas maka perlu
menetapkan dengan Peraturaa Bupati Konawe Selatan tentang
Perlindungan Dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 20 1 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undarg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tarrtbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai
Pemerintah dengan Pedanjian Keq'a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 224,'fambaltan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O2l ter:.tallg Upaya
Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O21 Nomor 175,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 2O2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67la\

1 I . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20 14 tentang
Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O 15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talrun 2022
Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor l4).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI IIOITAWE SILATAI| TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYAITIAN APARATUR SIPIL
IVEGARA DI LIITGKUIVGAIT PErIIERINTAH I(ABUPATEN
I(OIIIA'SIE SELATAN

BAB I
I(ETEITTUAIS UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD ada-lah Satuan Kela

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya

disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Konawe Selatan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen
Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Pe{anjian Kerja yang
bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
Jabatan pemerintahan dan berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan.
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11. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat $lB adalah pejabatyang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengurngkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah
pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya.

13. Perilaku Aparatur Sipil Negara adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh
ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan ASN
yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

15. Perlindungan dan Pelayanan ASN adalah hak dan kewajiban yang harus diberikan
seorang ASN.

16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.

17. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah
kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

18. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucap€rn, tulisan, atau perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan
ketentuan DisiplinPNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.

19. Hukurnan Disiplin adalah hukuman yang diqjatuhkan oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar
peraturan Disiplin PNS.
Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan;
Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pimpinan Tinggr.

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditemputr oleh PNS
yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan
kepadanya.
Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya
harkat, rnartabat, citra, kepercayaan, narrla baik dan/ atau
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
instansi, dan/ atau pemerintah / negara.
Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan peiaksanaan tugas kedinasan.

Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN
di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi
Pemerintahan.

Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan
diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan
diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses
pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama
yang lebih harmonis dan kreatif.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk
mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.

20.
2t.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31
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BAB II
TUJUAN DAN RUANG LIITGI(UP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral

sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good govermance), maka Aparatur Sipil Negara sebagai
unsur Aparatur Negara di tuntut untuk setia dan taat pada Palcasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan
akuntabel dalam melaksanakan tugas;

b. sebagai pedoman dalam perlindungan dan pelayanan ASN di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan
berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada
masyarakat;

c. untuk menjarnin perlindungan hukum dan kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi ASN;

d. meningkatkan kinerja dan kualitas ASN; dan
e. meningkatkan tanggung jawab ASN.

Pasal 3

Ruang Ungkup pengatura-n Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
d. pembiayaan.

BAB III
PERI,IIYDT'ITGAN DAIT PELAYAITAN KEPADA ASI{

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Kedua
Perlindungan Kepada ASN

Pasal 5

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa bantuan
hukum litigasi berupa bantuan hukum atas permasalahan hukum di pengadilan sesuai
kompetensi pengadilan maupun tingkatannya dan lembaga peradilan lainnya dan
diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan
penyelidikan dan penyidikan dan non litigasi yang terdiri dari konsultasi, negosiasi dan
mediasi.
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Pasal 6

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan kriteria
sebagai berikut:
a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi pejabat ASN;
b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara

perdata;
c. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus

seperti korupsi, terorisme, narkotika, psikotropika dan /atau zat adiktif lainnya;
dan

d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban
ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kepada ASN

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pangkat danjabatan;
c. pengembangan karier;
d. pola karier;
e. promosi;
f. mutasi;
g. penilaian kine{a;
h. penggajian dan tunjangan;
i. penghargaan; dan
j. pemberhentian.

Pasal 8

Pelayanan kepada ASN sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilalsanakan
melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

BAB tV
PELIIKSAI{AAI| PERLIIYDT'I{GAI{ DAI| PELAYAIYAIT KEPADA ASN

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh
masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk
melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi terhadap permasalahan ASN;

(2) Da-lam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Perlindungan dan
Pelayanan ASN ;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
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(a) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN
Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati menetapkan Standar Pelayanan
dan Standar Operasional Prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN .

BAB V
PEMBIIVAA.TT, PENGAWASAIT DAIT PELAPORAIT

Pasal 10

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
perlindungan dan pelayanan ASN.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya yang terkait langsung dengan
Pembinaan dan Pengawasan ASN.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam bentuk
bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan
penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam
bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam
bentuk Memorandum of Understanding (MOU) pe{anjian kerja sama melalui pihak
Kejaksaan, Kepolisian dan kmbaga Bantuan Hukum.

(7)Pusat Layanan pengaduan perlindungan dan pelayanan ASN ditentukan
berdasarkan hasil kesepakatan Tim Perlindungan dan Pelayanan ASN yang telah
dibentuk.

(8) Informasi terkait l,ayanan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat 7 akan di
informasikan melalui jaringan informasi pusat layanan resmi.

(9) Untuk memperoleh bantuan hukum, ASN mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui Bagran Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Konawe Selatan.

(l0lPermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan secara tertulis yang

berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang
dimohonkan, dengan melampirkan dokumen pendukung.

(1l)Dalam melaksanakan tugas tim Perlindungan dan Pelayanan ASN yang telah di
bentuk melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ASN kepada
Bupati sebagai bahan laporan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 1 1

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB \III
KETTNTUAI{ PEITUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

tetapkan Andoolo
g oEsrmsrp-2922
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